BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
» NOMOR 2§ TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 10
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

a.

1.

BUPATI LANGKAT,

bahwa untuk mempercepat Penyaluran Dana Desa dalam
mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa,
persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa yang
diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan
Dana Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Langkat Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Langkat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



10.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota
Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
I Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1341);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);




11.

12.

13.

14.

15.
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer
Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COvid-19) dan/atau menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan  Perekonomian
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 377);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2007 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 29 Tahun 2016);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2019 Nomor 3);

Peraturan Bupati Langkat Nomor 55 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat (Berita
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 55);

Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019
Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun
2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati
Langkat Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Langkat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANGKAT TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 10),
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor
23 Tahun 2020 tentsng Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Langkat
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
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Dana Desa Sétiap Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2020 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 11

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran -Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Langkat dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten Langkat dan penyaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa
dari Bupati Langkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Bupati ini.

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap I dilaksanakan
setelah Dinas PMD Kabupaten Langkat menerima Peraturan Desa
mengenai APBDesa Tahun 2020.

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap II dilaksanakan
tanpa syarat.

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap III dilaksanakan
setelah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Langkat menerima :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa. |
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

sampai dengan tahap II menunjukan rata-rata realisasi

penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan

rata-rata capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar

50% (lima puluh persen).
3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun

anggaran sebelumnya.

(7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung
berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh
kegiatan.

(8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran,
volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat
memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan
yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
| Pasal 12

Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap | sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10A :

1. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan
ketentuan :

a. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Pasal 10A dan memenuhi persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), ayat (5)
dan ayat (6).

b. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.




, 2. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan
A ‘ ketentuan :

a. Dana Desa Tahap II disalurkan dalam kurun waktu 3 (tiga)
penyaluran :
1) Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen).
2) Penyaluran Kedua sebesar 15% (lima belas persen).
3) Penyaluran Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal (] - F<toeo

BUPATI LANGKAT,
ttd
TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 17 -7 - 707,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,
ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR : 2 ¢

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\ <

ALIMAT\TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005




